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Abstrak 

Pendidikan berkelanjutan merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, 

adaptif, dan berdaya saing di era perubahan global. Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini 

melalui tujuh arah strategis pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2020–2024. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi 

kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi sistem pendidikan nasional. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan berbasis studi 

dokumen dan tinjauan kebijakan sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

komitmen tinggi dari pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan, masih terdapat 

kesenjangan dalam pemerataan akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, dan 

kolaborasi lintas sektor. Evaluasi ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh 

konsistensi perencanaan, dukungan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan 

satuan pendidikan sebagai pelaksana utama di lapangan. Reformasi berkelanjutan membutuhkan 

pendekatan holistik dan berorientasi pada dampak jangka panjang. 

Kata Kunci: Arah Strategis, Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Berkelanjutan, Reformasi Pendidikan 
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Abstract 

Sustainable education serves as a fundamental pillar in building an inclusive, adaptive, and competitive 

society in the face of global changes. The Indonesian government addresses these challenges through 

the seven strategic directions outlined in the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan 

(RPJMN). This article aims to evaluate the effectiveness and implementation of these policy directions 

as part of national education reform. A descriptive-qualitative approach was employed using policy 

analysis based on official documents and sectoral policy reviews. The findings reveal that despite the 

government’s strong commitment to educational transformation, challenges remain in equitable access, 

teacher quality, curriculum relevance, and cross-sectoral collaboration. The evaluation concludes that 

the effectiveness of the policy is significantly influenced by consistent planning, sufficient funding, and 

strong synergy between central and regional governments, along with educational institutions as the 

primary implementers. Sustainable reform requires a holistic approach and long-term impact orientation 

to ensure meaningful and measurable progress in the education sector. 

Keywords: Educational Reform, Policy Evaluation, Strategic Directions, Sustainable Education 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat 

yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan global. Dalam konteks Indonesia, 

upaya pembaruan sistem pendidikan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan nasional 

yang diarahkan pada peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan. Salah 

satu langkah strategis yang menandai arah reformasi pendidikan nasional adalah 

ditetapkannya tujuh arah strategis pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Berbagai studi sebelumnya menekankan 

pentingnya sinergi antara perencanaan makro dan implementasi mikro dalam reformasi 

pendidikan, dengan fokus pada perluasan akses, peningkatan kompetensi pendidik, dan 

pembenahan kurikulum. Meskipun pendekatan tersebut dinilai efektif dalam mempercepat 

perubahan, masih ditemukan kelemahan dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, 

ketimpangan sumber daya, serta lemahnya evaluasi implementasi di tingkat satuan 

pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan evaluasi kebijakan berbasis 

dokumen yang menyeluruh, agar arah strategis yang dirumuskan tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga operasional dan terukur. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi 

implementasi tujuh arah strategis pendidikan dalam RPJMN 2020–2024 sebagai bagian dari 

reformasi pendidikan nasional di Indonesia. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis 

kebijakan berbasis studi dokumen (document-based policy analysis), yang mengacu pada 

model analisis konten dari Bardach (2012), dengan fokus pada pemetaan kebijakan, 

identifikasi konteks implementasi, serta evaluasi substansi arah strategis pendidikan. Objek 

penelitian ini adalah tujuh arah strategis pendidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen 

RPJMN 2020–2024 yang diterbitkan oleh Bappenas. Data dikumpulkan melalui studi 

dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, rencana strategis kementerian terkait, 

serta laporan pelaksanaan program pendidikan nasional selama periode 2020–2024. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar kajian dokumen dan matriks evaluasi tematik 

yang disusun berdasarkan indikator efektivitas kebijakan pendidikan. Data dianalisis dengan 

teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan 

dan pelaksanaan kebijakan, serta mengungkap hambatan dan peluang dalam 

implementasinya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi terhadap tujuh arah strategis pendidikan dalam RPJMN 2020–2024 

menunjukkan bahwa kerangka kebijakan telah dirancang secara sistematis untuk 

memperkuat pendidikan berkelanjutan. Kerangka ini tidak hanya memetakan kebutuhan 

jangka panjang pendidikan nasional, tetapi juga mengintegrasikan prinsip inklusivitas dan 

keberlanjutan. Namun, implementasi kebijakan di tingkat daerah dan satuan pendidikan 

belum sepenuhnya mencerminkan desain yang dirancang, terutama dalam konteks 

pelaksanaan teknis di tingkat daerah dan satuan pendidikan yang sering kali menemui 

hambatan struktural dan operasional.(Triyono et al., 2020) 
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Arah strategis pertama, yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yang 

merata dan inklusif, berfokus pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah. 

Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 

dari 92% pada 2019 menjadi 95,5% pada 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tenggara, n.d.). Meskipun demikian, tingginya angka partisipasi belum diiringi oleh 

peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Masih banyak sekolah yang 

belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan, terutama dari aspek ketersediaan guru 

bersertifikasi, infrastruktur memadai, dan kurikulum yang relevan dengan konteks 

lokal.(Siswandari & Susilaningsih, 2013) 

Ketimpangan kualitas pendidikan juga semakin nyata di wilayah tertinggal, terdepan, 

dan terluar (3T). Di daerah-daerah ini, implementasi kebijakan pendidikan sering kali 

menghadapi hambatan serius akibat terbatasnya sumber daya manusia, sarana prasarana, 

serta akses terhadap teknologi. Keterbatasan jumlah guru bersertifikat, rendahnya kualifikasi 

akademik pendidik, serta minimnya fasilitas dasar seperti ruang kelas layak, perpustakaan, 

dan akses internet, secara langsung berdampak pada rendahnya mutu proses 

pembelajaran.(Ayudhia Nur Luthfia et al., 2023) Kondisi ini diperparah oleh lemahnya 

supervisi pendidikan dan distribusi guru yang tidak merata antar wilayah. Akibatnya, 

pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional, seperti pemerataan akses dan 

peningkatan mutu pendidikan, sulit terwujud secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini 

menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menyelaraskan arah kebijakan makro 

nasional dengan realitas mikro di tingkat daerah, khususnya dalam konteks peningkatan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di wilayah 

3T.(Putera & Rhussary, n.d.) 

Arah strategis kedua mengenai penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat data yang menunjukkan tren 

peningkatan jangkauan layanan, di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD naik dari 63% 

pada tahun 2020 menjadi 78% pada tahun 2023. Namun, data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) justru menunjukkan penurunan APK PAUD secara nasional, dari 37,52% 

pada tahun 2020 menjadi 35,28% pada tahun 2022 (Rodliyah & Ubaidillah, 2023), dan 

capaian ini masih berada di bawah target RPJMN sebesar 40,20%. Perbedaan ini dapat 

mencerminkan variasi definisi atau cakupan pengukuran, tetapi secara umum menunjukkan 

bahwa akses terhadap layanan PAUD belum merata dan belum menjangkau seluruh 

kelompok usia dini secara optimal. Dari sisi kualitas, tantangan yang dihadapi tidak kalah 

signifikan. Data menunjukkan bahwa baru sekitar 54% lembaga PAUD memiliki tenaga 



Copyright @ Hani Islami, Abdul Rozak 

pendidik berkualifikasi sarjana dan bersertifikat pendidik (Nusa & Irawan, 2020), yang 

menandakan masih rendahnya kapasitas kelembagaan. Ketimpangan ini diperparah oleh 

kondisi kesejahteraan tenaga pendidik PAUD yang mayoritas berstatus honorer dengan gaji 

di bawah upah minimum regional (Fauzan, 2021), serta terbatasnya akses terhadap 

pelatihan profesional yang mendalam mengenai perkembangan anak usia dini secara 

holistik dan integratif (Eliza et al., 2022). Tanpa perbaikan pada aspek kompetensi, 

kesejahteraan, dan pelatihan pendidik, perluasan akses PAUD dikhawatirkan tidak akan 

memberikan dampak optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini yang 

berkualitas dan berkelanjutan (Prastica et al., 2024). 

Strategi ketiga dalam meningkatkan profesionalisme guru menunjukkan kemajuan 

dari sisi kuantitas, yaitu dengan tersertifikasinya 87% guru PNS hingga 2022.(Indrawan et 

al., n.d.) Namun, hal ini belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Hanya 

sekitar 45% dari guru-guru tersebut yang mengikuti pelatihan pedagogi yang kontekstual 

dan berbasis praktik, yang mencerminkan belum optimalnya pendekatan pengembangan 

profesional berkelanjutan.(Raihan et al., 2024) 

Kesenjangan antara sertifikasi dan praktik mengajar yang efektif menandakan 

perlunya pendekatan baru dalam membina profesionalisme guru. Sertifikasi sebagai 

indikator formal harus dilengkapi dengan mekanisme pelatihan adaptif yang berkelanjutan, 

terutama pelatihan yang menekankan pada metode pembelajaran aktif, diferensiasi 

pengajaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Evaluasi ini menegaskan perlunya 

kebijakan yang lebih reflektif dan dinamis.(Susilaningsih et al., 2023) 

Strategi keempat berfokus pada penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja. 

Program SMK Pusat Keunggulan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek merupakan 

terobosan penting dalam menjembatani dunia pendidikan dan industri. Namun, dari 182 

lokasi yang terlibat, hanya sekitar 48% mitra industri yang aktif berkontribusi dalam 

pengembangan kurikulum, pelaksanaan praktik kerja industri, dan evaluasi 

pembelajaran.(Dedy Yusuf Aditya & Gita Kencanawaty, 2024) Fakta ini menunjukkan bahwa 

ekosistem link-and-match antara sekolah dan dunia usaha belum berjalan secara 

optimal.(Maulina & Yoenanto, 2022) Rendahnya keterlibatan industri dalam 

penyelenggaraan pendidikan vokasi menandakan perlunya peran yang lebih besar dari 

sektor swasta dan pelaku usaha. Pemerintah perlu mendorong skema insentif yang 

mendorong industri untuk terlibat secara aktif, baik dalam penyusunan kurikulum maupun 

penyediaan fasilitas praktik kerja.(Ririn Candra n.d.) Kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan 
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antara satuan pendidikan dan dunia industri sangat penting untuk memastikan lulusan SMK 

memiliki kompetensi yang relevan  dan siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. 

Arah strategis kelima, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, mengalami 

percepatan sebagai dampak pandemi COVID-19. Di wilayah perkotaan, digitalisasi 

pembelajaran telah mencapai 70%, sementara di wilayah 3T baru mencapai 3%, 

menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan 

TIK bagi guru.(Hidayah, 2022) Transformasi digital dalam pendidikan tidak cukup hanya 

dengan menyediakan perangkat dan jaringan, melainkan memerlukan dukungan ekosistem 

yang komprehensif, termasuk pengembangan platform pembelajaran yang adaptif, konten 

digital yang sesuai kurikulum, serta pelatihan intensif bagi pendidik agar mampu 

mengintegrasikan TIK secara efektif dalam proses belajar mengajar. Tanpa upaya 

menyeluruh ini, digitalisasi justru berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan 

antarwilayah.(Hidayati et al., 2023) 

Strategi keenam adalah penguatan pendidikan tinggi dan riset. Meskipun pemerintah 

telah meningkatkan alokasi dana riset nasional sebesar 18% per tahun, pertumbuhan 

publikasi ilmiah internasional hanya mencapai 12%, menunjukkan bahwa peningkatan 

pendanaan belum secara otomatis berdampak pada produktivitas akademik.(Prasojo et al., 

2025) Kontribusi riset masih terpusat di perguruan tinggi besar di Jawa, menciptakan 

ketimpangan dalam distribusi output riset secara nasional.(Yudhoyono et al., 2025) 

Permasalahan ini diperburuk oleh lemahnya budaya riset di perguruan tinggi daerah, 

rendahnya kolaborasi antarperguruan tinggi, serta minimnya insentif bagi dosen dan 

peneliti untuk aktif mempublikasikan karya ilmiah.(Moeliodihardjo et al., 2012) Oleh karena 

itu, diperlukan desain kebijakan yang tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga 

mendorong kolaborasi riset lintas institusi dan membangun ekosistem riset yang kompetitif 

serta merata secara nasional. 

Strategi ketujuh menyasar pada perbaikan tata kelola dan pendanaan pendidikan. 

Salah satu upayanya adalah melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan 

(SIMDIK) yang telah diterapkan di 72% daerah sebagai bentuk digitalisasi tata kelola. 

Namun, efektivitasnya belum optimal. Laporan Inspektorat Jenderal mencatat bahwa 

pemanfaatan data dari SIMDIK masih rendah, terutama dalam proses perencanaan, 

penganggaran, dan pengambilan keputusan.(Kristanti & Putra, 2025) Hal ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem dengan kapasitas sumber daya manusia 

yang menggunakannya. Banyak operator dan pejabat pendidikan daerah yang belum 

memiliki kompetensi digital dan pemahaman manajerial yang memadai untuk mengolah 
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dan menindaklanjuti data secara strategis. Selain itu, belum adanya integrasi sistem antar 

instansi dan lemahnya budaya data-driven decision making turut memperburuk kondisi 

ini.(Herfina et al., 2023) Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM pengelola data, pelatihan 

berkelanjutan, serta penguatan budaya pemanfaatan data perlu menjadi bagian integral 

dari reformasi tata kelola pendidikan. 

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap tujuh arah strategis pendidikan dalam RPJMN 

2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun rumusan kebijakan sudah tepat, progresif, dan 

sejalan dengan tantangan zaman, efektivitas pelaksanaannya masih sangat ditentukan oleh 

kapasitas dan kesiapan di tingkat daerah. Implementasi yang belum merata mencerminkan 

adanya disparitas dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya kelembagaan 

antar wilayah. Oleh karena itu, pelibatan aktor lokal, termasuk pemerintah daerah, satuan 

pendidikan, komunitas, dan mitra strategis, menjadi sangat penting dalam 

mengaktualisasikan kebijakan nasional agar sesuai dengan konteks lokal. Penguatan 

kapasitas kelembagaan, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun kepemimpinan, 

diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah dan dinas pendidikan mampu menjalankan 

transformasi yang dituntut oleh kebijakan. Selain itu, pemanfaatan data yang valid dan 

berbasis bukti perlu ditanamkan sebagai landasan dalam perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan evaluasi program pendidikan. 

Dengan demikian, reformasi pendidikan nasional tidak cukup hanya berbasis desain 

kebijakan di tingkat pusat, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan implementasi yang 

kontekstual, adaptif, responsif terhadap dinamika daerah, serta kolaboratif lintas sektor. 

Hanya dengan cara inilah transformasi sistem pendidikan nasional dapat berlangsung 

secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

 

SIMPULAN 

Evaluasi terhadap tujuh arah strategis pendidikan dalam RPJMN 2020–2024 

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang secara progresif dan sistematis, 

implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesiapan kelembagaan. 

Ketimpangan mutu dan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T, rendahnya 

keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi, serta belum meratanya pemanfaatan 

teknologi dan data menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, reformasi pendidikan perlu 

didukung oleh pendekatan implementasi yang kontekstual dan kolaboratif, penguatan 

kapasitas kelembagaan, serta pelibatan aktif aktor lokal agar transformasi pendidikan 
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dapat berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. 
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